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1. PENDAHULUAN 
Hampir sebagaian penduduk Indonesia adalah perempuan. Penduduk perempuan yang jumlahnya 49.42% (133,54  juta jiwa ) dari total (270,2 juta jiwa) penduduk Indonesia (Naibaho et al., 2023). Tentu merupakan sumberdaya manusia yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan perannya dalam proses pembangunan . Dengan berperannya perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat tentunya menjadi sumbangan tenaga dan pikiran serta mampu membawa perubahan dalam segala lini kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik (Sitanggang, 2018). 
Namun selama ini sumber daya perempuan masih kurang diperhitungkan, walaupun memang sebenarnya secara kuantitas keterlibatan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan seperti dalam ranah politik dan ekonomi sudah sesuai dengan kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Nur ajizah & Khomisah, 2021). Tentunya peran perempuan tidak akan terlalu membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan perempuan itu sendiri, jika peran mereka hanya sebatas formalitas angka (kuantitas), sehingga seringkali mengabaikan kualitas dari peran yang dijalankan oleh perempuan (Palulungan et al., 2020). Padahal sebenarnya dengan kuantitas keterlibatan yang sedikit tetapi maksimal secara kualitas secara otomatis akan membawa perubahan yang besar bagi perempuan (Rahmani, 2015).
Tidak bisa dipungkiri banyak faktor yang menyebabkan lemahnya kualitas peran perempuan selama ini,  salah satunya pemikiran bahwa perempuan menduduki posisi kedua setelah laki-laki, baik di dalam rumah tangga, maupun dalam masyarakat  (Budiman et al., 2021). Hal ini juga berimplikasi pada penempetan perempuan dalam dimensi sosial, ekonomi dan politik, akibatnya perempuan masih belum dipercaya untuk menduduki posisi utama seperti pemimpin di berbagai dimensi kehidupan tersebut (Paisal, 2020). 
Namun tentunya pembahasan ini bukan bertujuan untuk memaksakan bahwa perempuan harus menduduki posisi utama, tetapi lebih menekankan pada terwujudnya mitra sejajar antara laki-laki dan perempuan sehingga kualitas peran laki-laki dan perempuan sama-sama bisa menjadi pertimbangan untuk memutuskan suatu kebijakan atau penyelesaian masalah sosial. Karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah tim yang hebat jika bisa bekerjasama dengan baik, mulai dari kehihupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Awaru, 2021).
Untuk itu sangat diperlukan kesadaran baik dari laki-laki maupun perempuan itu sendiri untuk mulai membuka pikiran bahwa bukan persaingan yang harus diutamakan (Nur Rofiq Azijah & Ilham Faishal Mahdy, 2023). Ketika laki-laki dan perempuan sudah memiliki pemikiran untuk saling mengalahkan dan saling ingin kelihatan lebih diutamakan maka yang akan terjadi justru kerugian bagi salah satu pihak, dan biasanya yang akan kalah itu adalah sebagain dari laki-laki dan sebagainnya lagi dari perempuan, karena tidak bisa kita pungkiri memang ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki (Nurhasanah & Zuriatin, 2023).  begitu juga sebaliknya ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan, oleh karena itu yang diperlukan adalah terbentuknya hubungan mitra sejajar (Abu Bakar & S, 2022).
Jika hubungan mitra sejajar antara laki-laki dan perempuan sudah terwujud dengan baik  maka dengan sendirinya kualitas peran perempuan akan mulai diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam segala dimensii kehidupan masyarakat (Latief et al., 2019). Namun tentunya untuk mewujudkan hal tersebut juga dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya lembaga akademik (perguruan tinggi) (Luthfiyah et al., 2023). Selama ini lembaga akademik masih sangat kurang  membahas tentang gender, yang berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan (Indriyany et al., 2021).
 Padahal sebenarnya setiap program studi yang ada diperguruan tinggi mestinya menyelipkan mata kuliah dan sering melakukan pertemuan ilmiah seperti seminar atau kuliah umum yang khusus membahas tentang gender, karena setiap alumni akan masuk ke dunia kerja yang memang sering didominasi oleh kehadiran budaya patriarki (budaya yang mengutamakan laki-laki dalam segala hal), tetapi jika di perguruan tinggi sudah mulai ditanamkan, diajarkan untuk mengolala perbedaan gender dengan baik maka ketika mereka masuk ke dunia kerja mereka akan saling menghargai perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, yang berujung terbentuknya mitra sejajar, dan tidak ada pembedaan dari segi pengakuan kualitas peran yang mereka jalankan (Helaluddin et al., 2022). 
Pembahasan Sosiologis tentang Penguatan Peran Perempuan Dalam Dimensi Sosial, Ekonomi Dan Politik : “Memastikan Kualitas Peran Perempuan dan  Memaksimalkan Peran Lembaga Akademik” adalah salah satu pembahasan yang nantinya akan memperjelas mengenai kualitas peran perempuan dan fungsi lembaga akademik yang seharusnya dilakukan guna menguatkan peran perempuan dalam aspek sosial, ekonomi dan politik
2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah Metode studi literatur yaitu pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan, peninjauan, dan analisis literatur yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tertentu. Metode ini sering digunakan dalam penelitian akademis dan profesional untuk mengidentifikasi tren, gap, dan kesimpulan dalam bidang studi tertentu. 
[bookmark: _GoBack]Metode studi literatur digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber akademik. Pendekatan ini dipilih karena alasan-alasan yang releva, yaitu  ketersediaan literatur yang cukup, dan tujuan penelitian yang lebih bersifat teoritis.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1. Penguatan Kualitas Peran Perempuan 
Perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat khususnya masyarakat indoneasia bisa disebabkan oleh banyak faktor, bisa karena tingkat pendidikan, status ekonomi ekonomi, lingkungan sosial, politik maupun budaya masyarakat (Dalem, 2013) . Hal yang paling diminan mempengaruhi hal tersebut biasanya adalah budaya yang berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan status, kedudukan, hak, kapasitas, kemampuan dan lain sebagainya yang dilekatkan pada laki-laki maupun perempuan, atau yang disebut juga sebagai budaya patriarkhi, yaitu budaya yang beranggapan bahwa laki-laki menduduki posisi pertama dalam masyarakat (Zuhri & Amalia, 2022). Budaya yang berkembang dalam masyarakat tentunya secara otomatis akan mempengaruhi kekuatan peran perempuan dalam segala aspek/dimensi kehidupan.
Oleh karena itu selama ini bisa dikatakan khususnya di Negara Indonesia kekuatan peran perempuan dalam aspek sosial, ekonomi dan politik masih sangat lemah. Perlu ada penguatan dalam peran perempuan khususnya dalam hal kualitas peran yang mereka jalankan. Karena dari beberapa hasil penelitian, termasuk dari hasil penelitian penulis pada tahun 2010, tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Penanggulangan kemiskinan. Memang sudah terlihat ada peningkatan keterlibatan perempuan secara kuantitatif (jumlah/angka), hal ini terjadi karena ada aturan tegas yang mengikat untuk terwujudnya keterlibatan perempuan secara kuantitas tersebut. Contohnya mengenai keterlibatan perempuan dalam politik sudah diatur jelas dalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 8 Ayat (2) berbunyi “partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan”. Pasal 8 Ayat (2) Poin e berbunyi “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Jadi, keterwakilan perempuan dalam konstitusi itu telah dijamin. 
	Namun sangat disayangkan kualitas peran perempuan masih sangat lemah, sehingga bisa dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya bisa mewakili keianginan dari sebagian besar perempuan di indonesia. Penguatan peran perempuan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah penguatan dari segi kualitas yaitu dalam penyampaian aspirasi, pengambilan keputusan dan menikmati hasil pembangunan dengan maksimal dalam tida dimensi/aspek yaitu sosial, ekonomi dan politik.
3.2. Kualitas Peran Perempuan Dalam Aspek Sosial, Ekonomi dan Politik 
Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan fungsi sosial yang masing- masing saling berbeda. Dari perbedaan tersebut terdapat aspek sosial dan kultural yang mengkontruksi dan menjadi wacana penting untuk menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi pada masing-masing dari diri laki-laki dan perempuan yang sudah terbentuk secara sosial dan kultural maupun sistem yang ada (Nurhasanah & Zuriatin, 2023). Terjadi proses produksi dan reproduksi yang melahirkan ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang acap kali menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti perempuan masih dianggap nomor dua, oleh karena itu timbul ketidakadilan, diskriminasi, ketertinggalan serta kekerasan terhadap perempuan yang menyudutkan perempuan sebagai makhluk sosial yang seharusnya mempunyai hak yang sama dengan laki-laki (Karwati, n.d.).
Negara indonesia juga sudah melakukan berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas peran, baik perempuan, ternyata belum dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Bahkan belum cukup efektif memperkecil kesenjangan yang ada (Nasution & Marthalina, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan memperoleh manfaat secara optimal belum terpenuhi sehingga peningkatan kualitas peran perempuan dalam segala dimensi kehidupan belum mencapai hasil yang optimal, karena masih belum memanfaatkan kapasitas sumber daya manusia secara penuh.
Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal. Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam segala dimensi kehupan masyarakat dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan (Muhartono, 2020).Salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan fungsi lembaga yaitu dengan memasukan mata kuliah tentang gender pada setiap kurikulum program studi yang ada di perguruan tinggi. 
Faktor penyebab kesenjangan gender yaitu Tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideology patriarki); Adanya kesenjangan pada kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan belum dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan  pembangunan (Mutiah, 2019).
Seperti yang dijelaskan oleh Susiana menganai kejenjangan kualitas antara laki-laki dan perempuan dalam kepertaian, dia menjelakan bahwa sistem kepartaian yang ada saat ini dan pilihan serta cara-cara rekrutmen caleg perempuan oleh parpol semakin menguatkan pesimisme terhadap munculnya keterwakilan substantif dari kuota 30% untuk perempuan (Abu Bakar & S, 2022). Ia menambahkan bahwa fakta dalam pemilu 2014, perwakilan deskriptif masih menjadi fokus perhatian ketika melihat keterwakilan perempuan di parlemen yang perwakilannya menurun. Salah satu faktor yang menjadi penyebab hal itu adalah sistem pemilu yang tidak ramah terhadap hadirnya keterwakilan perempuan. Ketika pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka didasarkan atas urutan suara terbanyak, maka calon perempuan membutuhkan energi ekstra, tidak hanya modal sosial berupa pengaruh, cara kampanye, popularitas, tetapi juga faktor modal materi, baik uang maupun benda lainnya yang kecil jumlahnya. 
Dengan sistem suara terbanyak tersebut, kebijakan 30% dalam hal pencalonan melalui aturan 1 diantara 3 calon harus perempuan tetap tidak cukup membantu keterpilihan calon perempuan. Selain faktor  yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara perempuan menghadapi persaingan secara kualitatif dengan calon laki-laki. Hal itulah yang tidak mudah diwujudkan dan membutuhkan perhatian khusus dari parpol serta lembaga nonpemerintah dalam mendorong perempuan agar mempunyai keinginan untuk terjun ke dunia politik praktis disertai bakal pengetahuan dan energi yang cukup. Dengan demikian kedepan akan terwujud cita-cita keterwakilan perempuan minimal 30% atau bahkan lebih di parlemen (Anifatul Kiftiyah, 2019). Hal ini tentu butuh dukungan dan keterlibatan maksimal dari lembaga akademik.
Selanjutnya peran Politisi Perempuan di Parlemen dimaknai apabila dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wakil rakyat yang mempunyai kekuatan dan tanggung jawab untuk berperilaku dan melaksanakan kegiatan yang pro dengan rakyat. dengan menjalankan ketiga fungsi perwakilan dengan baik, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, optimalisasi checks and balances dan penetapan standar kinerja DPRD kepada yang diperintah dalam makna accountability, obligation dan cause dalam proses pemerintahan. 
Pertama, Politisi perempuan dapat menjalankan Fungsi Legislasi, dengan menghasilkan kebijakan atau peraturan daerah yang pro gender sebagai bentuk kebutuhan masyarakat yang digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat perempuan. Khususnya, sebagai bentuk memperjuangkan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat perempua, dan juga dilihat dari sejauh mana peran politisi perempuan memberikan dukungan kepada eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga pemerintahan selain dari dirinya melalui kewenangan mengatur masyarakat yang dikandung oleh pasal-pasal undang-undang yang sama. Biasanya langkah ini, memanggil stakeholder terkait untuk dilakukan kajian dan pandangan umum, kemudian diskusi bersama dalam pembahasannya. 
Kedua, Fungsi Anggaran. Para politisi perempuan diharap mampu beperan sebagai gender budgeting untuk mengatur rencana penganggaran sensitif gender dalam pengawalan kebijakan-kebijakan, baik itu peraturan daerah dari eksekutif maupun inisiatif dari legislatif agar anggaran dapat sesuai dengan penggagaran yang sudah di tentukan dan di plot-plot kan di badan anggaran oleh ketua dewan dan sekertaris dewan ke dalam peraturan-peraturan daerah tersebut. Demi kelancaran proses pembuatan kebijakan karena dalam pembuatan kebijakan itu membutuhkan sarasehan, workshop sampai ke luar kota untuk mengembangkan materi untuk pembuatan kebijakan tersebut akan tersendat
Ketiga, Fungsi Pengawasan. Politisi perempuan diharapkan pula mampu berperan mereview dan mengubah tindakan-tindakan dari eksekutif yang menyimpang. Pengawasan adalah konsekuensi dari kekuasaan rakyat yang dioperasikannya. Oleh karena itu, politisi perempuan juga sebagai pemegang mandat kekuasaan badan perwakilan dan bertanggung jawab atas pemanfaatan mandat kepada pemberi mandat. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa kantitas keterlibatan perempuan dalam  politik tidak serta merta dapat menjamin kulialita keterlibatan perempuan. Karena ketika bicara kualitas keterlibatan tidak bisa dijawab dengan angka melainkan dengan kontribusi yang diberikan, serta manfaat yang bisa didapatkan oleh perempuan. 
Selanjutnya dalam  sektor ekonomi perempuan memiliki peran cukup vital meski seringkali tidak mendapat pengakuan, misalnya, sekalipun wanita sama-sama memiliki andil dalam pendapatan keluarga (bahkan terkadang memiliki pendapatan lebih besar), namun tetap saja pekerjaan wanita dianggap sampingan atau sekedar membantu ekonomi keluarga.  Hal ini tentunya sangat merugikan perempuan dan akan menjadi sangat susah untuk meningkatkan status ekonomi perempuan, padahal sebenarnya ketika perempuan terjun ke ranah publik (produksi) bekerja dan menghasilkan, sama pentingnya dengan hasil yang didapatkan oleh laki-laki. Karena tentunya berkerjanya istri atas kesepakatan dalam keluarga yang didasari karena kebutuhan ekonomi, oleh karena itu antara laki-laki dan perempuan yang bekerja harus mendapatkan penghargaan sosial yang sama.
Sementara dalam kehidupan sosial bermasyarakat saat ini masih ada perempuan yang belum beruntung dalam mendapatkan pengakuan tentang pentingnya peran dan adanya kualitas yang mereka miliki. Streotipe yang dilekatkan pada perempuan, membuat gerak gerik perempuan menjadi terbatas, sehingga seringkali peran-peran sosial yang dijalakkan oleh perempuan kurang dihargai dan belum bisa maksimal.
Sebenarnya yang dibutuhkan oleh perempuan adalah pengakuan dari masyarakat kalau perempuan itu juga memiliki kualitas. Tentunya kualitas yang dimiliki oleh perempuan bukan untuk bersaing dengan laki-laki. Tetapi untuk saling untuk bekerjasama.  Dalam keluarga di Indonesia pada umumnya, orangtua atau lingkungan, secara langsung maupun tidak langsung telah mensosialisasikan peran anak laki-laki dan perempuannya secara berbeda. Anak laki-laki diminta membantu orang tua dalam hal-hal tertentu saja, bahkan seringkali diberi kebebasan untuk bermain dan tidak dibebani tanggung jawab tertentu. Anak perempuan sebaliknya diberi tanggung jawab untuk membantu pekerjaan yang menyangkut urusan rumah (membersihkan rumah, memasak, dan mencuci).
Peran gender terbentuk melalui berbagai sistem nilai termasuk nilai-nilai adat, pendidikan, agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai hasil bentukan sosial, peran gender dapat berubah-ubah dalam waktu, kondisi, dan tempat yang berbeda sehingga peran laki-laki dan perempuan mungkin dapat dipertukarkan.  Mengurus anak, mencari nafkah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga (memasak, mencuci, dan lain-lain) adalah peran yang bisa dilakukan oleh laki-laki maupun  perempuan,  sehingga  bisa  bertukar  tempat tanpa  menyalahi kodrat. Dengan  demikian,  pekerjaan-pekerjaan  tersebut  bisa  kita istilahkan sebagai peran gender. Jika  peran gender dianggap  sebagai  sesuatu  yang  bisa berubah dan  bisa disesuaikan dengan kondisi yang dialami seseorang, maka tidak ada alasan sebenarnya    
3.3. Peran Lembaga Akademik Dalam Penguatan Peran Perempuan. 
	Untuk meningkatkan kualiats peran perempuan dalam dimensi, sosial, ekonomi politik, tentunya sangat dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, karena tidak akan bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dalam pembasahan ini penulis merasa bahwa peran lembaga akademik juga sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut. Tidak bisa dipungkiri selama ini memang terlihat masih sangat lemah sekali pemberian pemahaman tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan mintra sejajar antara laki-laki dan perempuan, dan masih sedikit sekali pelatihan atau seminar-seminar nasional yang bertemakan tentang peningkatan kualitas perempuan. 
Sebenarnya di perguruan tinggi setiap program studi yang ada perlu memasukan mata kuliah tentang gender dan peran perempuan dalam kurikulumnya. Namun selama ini hanya pada program studi ilmu sosial saja ada mata kuliah yang berkaitan tentang itu. Seperti di Perguruan tinggi Muhammadiyah Bengkulu,  hanya ada di program studi Sosiologi. Sementara pada program studi lainnya belum ada. Padahal sebenarnya mata kuliah tersebut sangat penting, karena setiap alumni program studi pasti akan bekerja diberbagai bidang yang selalu bercampur antara laki-laki dan perempuan. Dinilah letak pentingnya pengetahuan tentang pentingnya pengutan peran perempuan, dan pengetahun tentang gender lainnya, karena kalau tidak maka yang akan mengusai dalah budaya-budaya yang dominan dalam masyarakat seperti budaya patriarki yang ujungnya melemahkan kualitas peran perempuan.
Ada beberapa Isu gender dalam pendidikan selama ini , antara lain: 1. Tingginya angka buta aksara perempuan (dua kali lipat dari lakilaki) 2. Angka Partisipasi Sekolah SD-SLTA dan kuliah di PT untuk perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki, utamanya pada komunitas miskin 3. Materi ajar dan kurikulum pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan tdk sensitive gender dan masih bias gender 4. Manajemen pendidikan bias gender terutama pada penetapan kepala sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pimpinan di PT 5. Praktek pendidikan yg bias gender dan belum mantapnya/melemahnya Kelembagaan Studi Wanita/Gender
Oleh karena itu peran maksimal lembaga akademik untuk meningkatkan kualitas peran perempuan sangat diperlukan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan :
Pertama, mengadakan mata kuliah gender pada setiap program studi. Hal ini tentu tidak gampang perlu ada penyadaran dan pemahaman dari berbagai pihak, karena banyak yang beranggapan bahwa kajian tentang gender lebih identik dengan ilmu-ilmu sosial. Sementara ilmu lainnya merasa kajian tentang gender bukan ranah kajian ilmu mereka. Memang pada dasarnya kajian gender tidak selalu berkaitan dengan semua ilmu, namun penekannya disini berkaitan dengan bekal umum yang harus didapatkan oleh setiap mahasiswa karena pada dasarnya mereka setelah  lulus bekerja ditengah-tengah masyarakat, saat itulah dibutuhkan pemahaman tentang gender. Selama ini karena tidak adannya mata kuliah tentang gender membuat persaingan antara laki-laki dan perempuan semakin meningkat, diskriminasi terhadap perempuan juga semakin marak, kehadiran perempuan baru dianggap sebagai pelengkap atau formalitas. Hal inilah yang membuat lemahnya kualitas peran perempuan dalam kehidupan masyarakat baik itu dalam aspek sosial, ekonomi maupun politik. 
Kedua, memperbanyak kajian seminar tentang gender. Ini adalah solusi kedua yang penulis rasa bisa dilakukan jika solusi pertama belum memungkinkan karena memang akan memakan waktu yang lama untuk mendiskusikan dan merumuskannya. Dengan diadakannya seminar nasional dengan tema-tema gender secara tidak langsung juga telah memberikan bekal pada setiap peserta, namun tentunya harus ada tindang lanjut dari seminar tersebut, misalnya mengadakan kerjasama dengan pihak/institusi pemerhati gender, atau mungkin bisa menghasilkan sebuah kajian tentang gender..
4. KESIMPULAN 
1. Kuliatas peran perempuan dalam aspek sosial, ekonomi dan politik masih lemah. Keterlibatan perempuan dalam tiga aspek tersebut baru sebatas kuantitas (angka) dan sering dijadikan sebagai sesuatu yang sifatnya hanya formalitas saja. 
· Pertama, dalam aspek politik peran perempuan masih lemah dari segi, perencanaan, penyusunan kebijakan, maupun pengambilan keputusan. 
· Kedua, dalam aspek ekonomi, kegiatan produktif yang dilakukan oleh perempuan belum pendapatkan penghargaan sosial seperti yang didapatkan oleh laki-laki. Perempuan yang bekerja hanya dianggap sebagai tambahan.  
· Ketiga, dalam aspek sosial karena adanya tatanan dan sistem sosial masyarakat yang memang mengkontruksi perempuan karena ada anggapan-anggapan perempuan selalu dinomor duakan, dianggap tidak mampu membuat dan menghasilkan kebijakan serta tidak mampu menjadi pemimpin. Dari hal itu kemudian, melahirkan proses pelabelan negatif dalam subordinasi yang dapat berimplementasi ke dalam kekerasan terhadap perempuan karena diskriminasi tersebut akibat dari judgetification dalam pemaknaaan perempuan.
2. Perlu memaksimalkan peran lembaga akademik untuk meningkatkan dan memastikan  kualitas peran perempuan dalam aspek sosial, politik dan ekonomi. Dua hal yang bisa dilakukan adalah :
· Pertama, mengadakan mata kuliah tentang gender pada setiap program studi, perlu ada telaah kurikulum
· Kedua, memperbanyak kegiatan seminar nasional tentang gender dan melakukan kerjasama dengan pihak/instansi pemerhati gender
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